
Nlenteri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SAI,INAN
KDPT-rIUSAN MEM'ERI PI]RINCANAAN PIMITANGUNAN NASIONAL/

KT]P LA BADAN PIRI]NCANA N PI]MI]ANGT]NAN NASIONAI,
NOMOR KDp.103 / M.ppN / IIK/ Oa/ 2018

TI]NI'ANG
PEMBXNTUKAN PANTTIA ANI'AR KI]MINI'IRIAN/NON-KTMf,NIIRIAN

PT]I\TN]SUNAN RANCANGAN PI]RAI.IJRAN PPJSIDf,N TENTANG
S'|RATTGI NASIONAL PINCA] ATAN SIPII, DAN STATIS'TIK HAYATI

M}]NTERI PIRTNCANA N PI]MI] NGTJNAN N SIONAL/
KT]PAL  BADAN PLRENCANAAN PIMBANGIJNAN NASIONAI,,

N{enirnban.g a bahwa dalanr rangka nrernperluas akses masyarakat terhaclap
identitas hnkunr, status lrukunr, dan kepastian hukurn, serta

memastikan data peristiwa penting dan kependudukan menjadi
basis perencanaan 1:rrnl:rangunan, perlu menyusun rancanSan
Peraturan Plesiden tultang Strategi Nasional Pencatatan Sipil
dan Statistik Hayati;

bahwa ketentuan l'asal 55 Undang-Undang Nonlor 12 Tahurl

20 1 7 lentang Pe mbentukan Peraturan Perunclang- Undangan.7b.

Pasal 66 Peraturan Presiden Nornor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan f'elaksar.nan Undang-Undang Nomor l2 Tahtn 2Ol1
tentang l'enlbentukan Peraturan Pemndang-turdanSqatt

r.nenganranatkan kenrenteriarl sebagai pemrakarsa untuk
rrrerrlberrtuk Panitia Antar Ker enterian./Non-Kerrenterian
dalam lxnyrsunarl rancanSan pemturan presiden;

bahwa. berdasarkan pertinrbangan sebagaimana tercantunl
dalarn hurul a, perlu membentuk P,lnitia Atltar
Kernenterian./Non-Kementerian Penyusunan R.?ncangan

Peraturall Presiden tentartg Pellcatatan Sipil dan Statistik Hayati;

bahwa pejabat dan pegawai yang nanlanya tercantuln dalanl
Ltmpiran Keputusan ini dianggap mampu dau metrteuuhi

persyaratan untuk duduk dan rnelaksanakan tugas sebagai

allggota Panitia Arltar Kenrenterian/Non-Kenlenterian
PenFlsunan llancanSan Peratrtratl Presiden tentang Pencatatan

Sipil dan Statistik Hayati;
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Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

MIMLNTJSK N:

KEPI.'TUSAN M}]NTERI PT]Rf,NCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONA],/KIPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL TENTANG PI]A4BENTUKAN PANITIA ANTAR

KEMENTERIAN/NON.KXMENTI]RI N PENIYIJSTJNAN RANCANGAN

PER TURAN PRESIDEN TENI'ANG PENCATATAN SIPIL DAN

STATISTIK II YATI,

Menlbentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian
Penyusunan Rancangan Peratumn Presiden tentang Pencatatan Sipil

dan Statistik Hayati dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercanhrnr dalartt Lantpiran Keputusan ini.

KEDUA :

l. Undang-Undang Nomor 72 Tahttn 2077 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undantan (l€mbaran Negara Republik
lndonesia tahtn 2011 Nontor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Petatoran Presiden Noluor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2071 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2075 tenlang Organisasi
Kementerian Negara;

4. Perattran Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian
Petencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan Presiden Nonlor 66 Tahun 20'1.5 tentang Bad^n

Per€ncanaan Pembangunan Nasional xbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2076;

6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2078 tentang Progranr
Pen),usunan Peraturan Presiden Tahun 2Ol8;

7. Peraturan Menteri Per€ncan aan Pentbangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Per.nbangunan Nasional Nomor 4 Tahun
20'16 tenlang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perrncanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun
201_7;

8 Per^tvran Menteri Perencan aan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun
2076 tentanS Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan,
Penantauan dan Evaluasi Kegiatan dan AnSSaran;



3-

KEDLIA

KETICA

KEEMPAT

KELI,\4A

KEENAM

KETUJUH

: PanitiaAntarKenlenterian/Non-KenlenterianPenyusunanRancangan
Peraturan Presiden tentanS Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati terdiri
dari Tim PelrSarah, FenanggunS Jawab, dan Tinr Pelaksana.

: Tim Pengarah bertugas n.remberikan arahan kebijakan, mengawasi,
ntembimbing, melllantau kemajuan, dan mentberi saran atau solusi
permasalahan atas kegiatan pen),usunan Rancangan Peraturan
Presiden tentanS Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati.

: Perranggung Jawab bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
pen)'usunan Rancangan Pemturarl Presiden tentang Pencatatan Sipil
dan Statistik Hayati dan berluSas melaporkan hasil pelaksanaan
kegiatan kepada Tim Pengarah.

: Tim Pelaksana bertugas:

a. melakukan koordinasi dalanr rangka pen)'usunan Rancantan
Peraturarl Presiden tentang Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati;

b. menguntpulkan serla ntengolah data dan informasi yang
dibutuhkan dalam peny'usun an Rancangan Peraturan Presiden

tentang Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati;

c. melakukan pembahasan substansi dan perurrrusan RancanSan

Peraturan Presiden tentang Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati;

d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim
Pengarah melalui Penanggu ng Jawab; dan

e. melakukan tugas adrrrinistratif dan tugas lain yang diperlukan
dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan RancanSan

Peraturan Presiden tentanS Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati.

: Segala biaya yang diperlukan dalant, rangka pelaksanaan tugas Panitia
Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan RancanSan

Peraturan Presiden tentang Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Kementerian Per.encanaan Petrrbangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun AngS t:an 2018.

: Keputusan ini berlaku sejak tanSgal ditetapkan dan berlaku surut
sejak tanggal 4 Juni 2018.

Ditetapkan di Jakada
pada tanggal 24 ASustus 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMB NGUNAN NASIONAL/
KEPAIN BADAN PERXNCANA N PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ltd

BAMBANC P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

RR. Ri
z--
ta Erawati



SAIJNAN

LAMPIRAN

K}]PUTUSAN MXNTERI PPN/
KT]PALA IJAPPINAS

NOMOR KDP.1 o3/M.PPN/[[W 08/ 2018
TANGGAI, 24 AGUSTUS 2OI8

SUST]NAN K}ANGGO'IAAN
PANNIA ANIAR KTMENI'ERIAN/NON.K}:MENTIRIAN

PENYIJSUNAN PDRA'|URAN PRDSII)EN TENTAN(]
P}]NCATATAN SIPIL DAN STATISTIK TIAYATI

A. TIM PENGARAI{

Ketua

Anggota

B. PENANGGUNGJAWAB

C. TIM PELAKSANA

Ketua

Ar1:Bota

Menteri PPN/Kepala Bappenas.

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utanla
Bappenas, Kenrenterian PPN/Bappenas;

2. Deputi Hukum d,an Perundang-Undangan,
Kementerian Sekretaris Negara.

1. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan,
Bappenas;

2. DirektuJenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Kenrenlerian Dalanr Negeri.

Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan
Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.

1. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,
Kementerian PPN/Bappenas;

3. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian
PPN/Bappenas;

4. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian
PPN/Bapperus;

5. Direktur Penanggulangan Kemiskinan d,an
Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;

6. Direktur Daerah TertinSSal, Transmigrasi, dan
Perdesaan, Kenlenterian PPN/Bappenas;

7. Direktur Statistik Kependudukan dan
Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik;

8. Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalanr Negeri;

9. Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan
Informasi, Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Ten aga Kerja Indonesia;

10. Asisten . ..
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I0. Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan /Perdesaan,
Kementerian Koordinator Penrbangunan Manusia dan
Kebudayaan;

11. Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukunt,
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Pertahanan Keamanan;

12. Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya,
Kementerian Luar Negeri;

13. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian
Kesehatan;

14. Kepala Biro Hukum dan Kerja Santa Luar Negeri,
Kementerian Agama;

15. Kepala Biro Hukum, Kementerian Kontunikasi dan
lnformatika;

16. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian
Pendidikan dan Kebuday aan;

'17. Kepala Pusat Data dan lnforrnasi Ilntu Pengetahuan,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset,
Teknolo3i dan Pendidikan Tinggi;

18. Kepala Bagian Pemndang-undangan, Kementerian
Dalalll NeSeri;

19. Kepala Sub Direktorat Mobilitas Penduduk,
Kementerian PPN/Bappenas;

20. Kepala Sub Direktorat Perlindungan Sosial,
Kementerian PPN/Bappenas;

2'1. Kepala Sub Direktorat Statistik Mobilitas Penduduk
dan T eraga Kerja, Badan Pusat Statistik;

22. Kepala Sub Direktorat Dokurnen Visa Kerja dan
Keimigrasian, Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Ten aga Kerja Indonesia;

23. Kepala Bidang Hak Sipil dan Infonrrasi Layak Anak,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

24. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-
Undangan, Kementerian Pentberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak;

25. Kepala Bidang Materi Hukum Privat, Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukull dan Pertahanan
Keanunan;

26- Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Infomrasi,
Kementerian Kesehatan;

27. Kepala Bagian Perancangan Peraturan Perttndang'
Undangan dan Naskah Perjanjian, Kementerian
Agama:'

28. Kepala Bagian Kerja Sama Lintas Sektot^l dan D^etah,
Kementerian Kontunikasi dan Informatika;

29. Kepala ...
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29. Kepala Bagian Perancangan Peraturan Perundang-
Undangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

30. Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, d,an l,ayanan
Informasi, Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi;

31. Jurist Tan, Kantor Staf Presiden;

32. Aditya Syarief, Kantor Staf Presiden;

33. Muhanrnrad Abdul Hayyil AI Ayryubi, Fungsional
Diplonlat Pefiama, Kenlenterian Luar Negeri;

34. Chaeruniza Fitriyani, S.Sos, MSP, Kementerialr
PPN/Bappenas

35. Dharendra Wardhana, SE, M.Sc, Kementerian
PPN/Bappenas

36. Hariyadi, S.Si, MS, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANA N PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAIA BADAN PERENCANAAN PF,MBANGUNAN NASIONAL,

trd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukunr,

,/llh--/ zt---
RR. Rrta Erawrrtr

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO


